
 

BUPATI MAMUJU UTARA 

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  

NOMOR  1 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2014 

 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI, 

IZIN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, UJIAN KENAIKAN PANGKAT 

PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH  

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KABUPATEN MAMUJU UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAMUJU UTARA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen pegawai 

negeri sipil khususnya pengembangan Sumber Daya Aparatur 

yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas 

pemerintahan, dipandang perlu meningkatkan kemampuan 

intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme 

Pegawai Negeri Sipil; 

  b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju 

Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 

Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, Izin Belajar, Izin 

Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat 

Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian  

Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Mamuju Utara perlu disempurnakan untuk lebih 

sinergi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju 

Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 

Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, Izin Belajar, Izin 

Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat 

Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian  

Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Mamuju Utara. 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara 

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 

2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4270) 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat  (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 

Nomor 105 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4270); 

  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4586); 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4015),sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 4332); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4017), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4193); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4194); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4263); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang 

Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Sekretaris Desa 

Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4745); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 121, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 

  15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian 

Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1961 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2278). 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

 



Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR 

MANDIRI, IZIN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, 

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN 

PANGKAT PENYESUAIAN  IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN    MAMUJU UTARA. 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Mamuju Utara 

Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, 

Tugas Belajar Mandiri, Izin Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, 

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat 

Penyesuaian  Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara diubah sebagai berikut : 

Pasal 13 

(1) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil 

yang telah memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi diatur sebagai 

berikut : 

e. Sarjana (S.1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan Pangkatnya 

menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a, apabila telah 

menduduki pangkat serendah-rendahnya pangkat Pengatur 

Muda Tk.I Golongan Ruang II/b dan telah memiliki masa kerja 

sekurang kurangnya 5 (lima) tahun. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Mamuju Utara. 

Ditetapkan di  Pasangkayu 
pada tanggal 4 Januari 2016  

Pj. BUPATI MAMUJU UTARA, 

                                                                                           

 

H. M. NATSIR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Diundangkan di Pasangkayu 
pada tanggal 4 Januari 2016 

  Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MAMUJU UTARA 

    Ttd 

       H. ABDUL WAHID 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 1 


